
UNIVERSITAS 
MUHAMMADIYAH 

SIDOARJO

ANALISIS PERBANDINGAN KONTRAK CHATGPT 
DENGAN PENGGUNA DAN PERUSAHAAN 

CHATGPT ENTERPRISE

Oleh:
Muhammad Zidane Baihaqie

Mochammad Tanzil Multazam
Progam Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Juli, 2026



2

Pendahuluan
Latar Belakang

•Perkembangan Artificial Intelligence (AI) telah mengubah hubungan hukum dalam kontrak

elektronik. 

•ChatGPT digunakan oleh pengguna individu maupun perusahaan melalui ChatGPT Enterprise. 

•Kedua layanan menggunakan klausula baku, tetapi memiliki karakter hubungan hukum yang 

berbeda. 

•Perbedaan tersebut memengaruhi perlindungan data, pembatasan tanggung jawab, dan posisi

tawar para pihak

Urgensi Penelitian

Masih terdapat persoalan rechtsvacuum, vague norm, dan potensi konflik antara kebijakan OpenAI
dengan hukum Indonesia

. 
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Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

1. Bagaimana perbedaan klausula baku antara ChatGPT dengan pengguna umum dan

ChatGPT Enterprise dengan perusahaan? 

2. Bagaimana implikasi hukum dari perbedaan klausula baku tersebut terhadap hubungan

hukum dan perlindungan hukum para pihak? 
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Metode
Penelitian menggunakan penelitian hukum normatif.

Pendekatan

• Statute Approach 

• Conceptual Approach 

Bahan Hukum

• KUHPerdata

• UU ITE 

• Terms of Use ChatGPT

• Business Terms ChatGPT Enterprise 

Analisis

• Interpretasi gramatikal

• Interpretasi sistematis

• Analisis deduktif
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Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu
hukum, khususnya di bidang hukum perdata, hukum kontrak, dan hukum teknologi informasi terkait
penggunaan Artificial Intelligence dalam hubungan hukum digital.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk kebijakan
dalam merumuskan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital, sehingga
tetap menjunjung prinsip kepastian hukum, keadilan, keseimbangan para pihak, dan perlindungan
hukum dalam kontrak elektronik berbasis AI.
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Pembahasan
Analisis Klausula Baku

• ChatGPT menggunakan klausula baku yang disusun sepihak oleh OpenAI. 

• Pengguna umum tidak memiliki ruang negosiasi terhadap isi kontrak. 

• Enterprise tetap menggunakan klausula baku, namun memberikan perlindungan data, 
keamanan, dan tata kelola organisasi yang lebih baik. 

• Klausula limitation of liability tetap ada pada kedua layanan, tetapi pada Enterprise diimbangi
dengan perlindungan kepentingan bisnis. 

Kesimpulan Analisis

• Hubungan hukum pada ChatGPT Enterprise lebih seimbang dibandingkan hubungan hukum
antara OpenAI dengan pengguna umum.
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Pembahasan
Analisis Permasalahan Normatif

• Rechtsvacuum

Belum terdapat pengaturan khusus mengenai kontrak AI di Indonesia.

• Vague Norm

Belum terdapat kejelasan mengenai tanggung jawab atas output AI.

• Konflik Norma

Kebijakan OpenAI

KUHPerdata

UU ITE 

• Implikasi

Diperlukan regulasi yang mampu memberikan kepastian hukum terhadap kontrak elektronik berbasis AI.
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Hasil
Kedudukan Hukum Pengguna Umum dan Perusahaan

Aspek Pengguna Umum ChatGPT Perusahaan ChatGPT Enterprise

Bentuk Hubungan Hukum Konsumen dengan penyedia layanan digital Hubungan bisnis korporasi (business-to-business)

Jenis Kontrak Terms of Use standar Business Terms dan layanan Enterprise

Posisi Tawar Lemah, tanpa negosiasi Relatif lebih seimbang

Penggunaan Data Data dapat digunakan untuk pengembangan model
Data bisnis tidak digunakan untuk pelatihan model secara 

default

Kontrol Data Terbatas Lebih besar dan terstruktur

Perlindungan Privasi Bersifat umum Memiliki fitur keamanan dan privasi korporasi

Pengelolaan Akun Individual Dikelola administrator organisasi

Kepentingan Hukum Perlindungan konsumen Perlindungan kepentingan bisnis dan data perusahaan
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Kesimpulan

•ChatGPT dan ChatGPT Enterprise sama-sama menggunakan kontrak elektronik berbentuk klausula

baku, tetapi memiliki hubungan hukum dan tingkat perlindungan hukum yang berbeda. 

•Pengguna umum memiliki posisi tawar yang lebih lemah karena terikat pada mekanisme take it or 

leave it, klausula penggunaan data, dan pembatasan tanggung jawab yang lebih dominan.

•ChatGPT Enterprise memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap keamanan data, 

pengelolaan informasi bisnis, dan kontrol penggunaan layanan sehingga posisi hukumnya relatif

lebih seimbang. 

•Perbedaan klausula baku memengaruhi keseimbangan hubungan hukum dan perlindungan

hukum para pihak. 

•Diperlukan penguatan regulasi kontrak berbasis AI untuk memberikan kepastian hukum di 

Indonesia 
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